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Abstract. Social interaction that we do in our daily live often characterized with the intention to
justice matterinclude in the social-political dimension, political pyaspecifically The matter

of justice in political party setting will intense with many things included the role of interpersonal
treatment performed by supervisors (leader) in organization. This research outlines an
approach to perceive of procedural justice that extends beyond the usual emphasis on the
corporate industrial organizational setting. The emphasis falls instead on perceptions of
organizational justice that shaped from transformational leaderships style associated with
specific ideology based in politicalganizational paty. Multivariate analysis (MANOA)

were used to examine the interaction between transformational leaderships style and perceived
procedural justice of political party with difference ideology based in 60 members of two
major political party which represent Islam and Pancasila ideology based (PKS and PD) in
Yogyakata. The studyepotted on hee concludes that; (a) ideology as efeence for
interaction between perceived procedural justice and transformational leaderships style toward
political party in Indonesia were found significantly found (F=7.67; p=0.00). (b)
Transformational leaderships wesignificantly pezeived higher (p=0.00) in thesligious
ideology based party (mean=199.00) than national ideology based party (mean=164.00). (c)
Perceived procedural justice was not significantly (p=0.13) different between parties with
different ideology

Keywords: procedural justice, transformational leaderships style, political party

Abstrak. Interaksi sosial yang kita lakukan dalam kesehariannya dikarakteristikkan dengan
perhatian yang terfokus pada isu-isu keadilan, termasuk di dalam setting organisasi partai
politik. Permasalahan penilaian keadilan di dalam organisasi akan sangat terkait dengan
banyak hal, termasuk bagaimana interaksinya dengan figur kepemimpinan sebagai entitas
tertinggi dalam organisasi. Konsep keadilan prosedural sebagai bagian dari keadilan
organisasi merupakan salah satu hal terpenting dalam dinamika sosial di dalam partai
politik. Partai sebagai wadah aspirasi dan kepentingan banyak individu sangat mengedepankan
prosedur yang adil bagi semua anggota, karena partai bukan milik individu tetapi gabungan
dari suara banyak orang. Kepemimpinan transformasional yang saat ini banyak dikaji dan
terus berkembang menjadi bagian dari topik dalam penelitian keadilan prosedural untuk
memberikan suatu sudut pandang baru mengenai interaksi keduanya dengan ideologi sebagai
landasannya. Analisis multivarians digunakan untuk menguji interaksi antara gaya
kepemimpinan transformasional dan penilaian keadilan prosedural dengan ideologi partai
sebagai acuannya. 60 orang subjek yang berasal dari dua partai yang masing-masing
merepresentasikan ideologi Pancasila (Nasionalis) dan Islam yaitu Partai Demokrat dan
Partai Keadilan Sejahtera di wilayah @vinsi Daerah Istimewaogyakata. Hasil Penelitian
menyimpulkan bahwa; (a) Secara signifikan ideologi partai merupakan acuan dalam
terciptanya interaksi antara gaya kepemimpinan transformasional dan keadilan prosedural
(F=7,67; p=0,00); (b) Pada partai dengan ideologi agama (Islam) secara signifikan (p=0,00)
memiliki persepsi terhadap kepemimpinan transformasional yang lebih tinggi (mean=199,00)
dibandingan dengan partai dengan ideologi pancasila (nasior(atisan=164,00); (c) Secara
signifikan (p=0,13) tidak terdapat perbedaan penilaian keadilan prosedural baik itu pada
partai islam (mean=22,16) maupun partai nasionalis (mean=21,30).

Kata kunci: keadilan prosedural, kepemimpinan transformasional, partai politik
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tahun 1999 yang mengusung keleluasaan

Cgahlrnya partai-partai politik an pembebasan partai politik dari

baru dengan berbagai ideologi yan

diusungnya tidak membawa Indonesi eharusan'as'a_s tunggal menjadikan
sepenuhnya ke dalam kondisi sosia?et'ap partai politik berhak menggunakan

politik yang lebh baik, tetapi justru |deolqgi yang mereka kehendaki
sebaliknya. Berbagai konflik dan S€Panjang tidak bertentangan dengan

tindakan kekerasan kerap kali muncuf’ancas'ila dan UUD 1945. Ideologi,
dengan latar belakang perbedaaﬁebaga' keseluruhan pandangan, cita-

kepentingan baik di dalam maupun anta‘f‘ita’ dan nilai-nilai dasar yang dijadikan
edoman normatif kehidupan

partai politik. Dari sekian banyakkasusﬁermasyarakat berbangsa  dan

yang terjadi, konflik yang terjadi di dalam R .
(internal) partai politik justru yang lebih hemegara diyakini dapat membangkitkan

banyak terdengar dan muncul ké<esadaran akan eksistensi diri, serta
permukaan. Konflik biasanya memberikan orientasi tentang dunia

dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan yang{. ugoustinos &halke 199 5). Ideolog
dirasakan oleh salah satu pihak ata ibentuk atas karakteristik tertentu oleh

keputusan partai yang dinilai tidak ad”,pengalaman masa lalu secara sadar dan

sehingga seringkali, konflik berujungmenyeluruh. Ideologi politik sebagai

pada perpecahan pada tubuh organisarcsti'atu sistem kepercayaan yang

atau pendirian partai baru sebagarinemberlkan penjelasan mengenai

sempalandari partai asal. Berbagaipembengran keteraturan politik guna
konflik dan pertikaian yang terjadi di mengoptimalkan dan mengefekiitkan

dalam partai politik di Indonesia Sepertipencapaian tujuan yang pada gilirannya

yang digambarkan di atas, sangat terka‘?tkan memb(.erik'an pengaruh_ 'b'agi
ggota organisasi dalam mendefinisikan

dengan pembahasan dan diskusi yang 2 . .
berfokus pada penilaian keadilar@t'ap kejadian yang didapatkan dari

organisasi, dimana isu-isu seperti tidaipengalaman. Ideologi berperan cukup

puasnya salah satu pihak atas keputusgﬁsar di dalam proses konstruksi realitas

yang dibuat, atau peran ketua parta?OSiaI individu maupun kelompok.

(pemimpin) dalam membuat keputusan ~ Dalam rangka mencapai tujuan dan

yang adil menjadi perhatian utama. ~ Mewujudkan konsensus yang telah
Perombakan dari UU No.3 disepakati bersama di dalam organisasi,

seseorang harus melakukan interaksi
tahun 1985 tentang keharusan asas ". R
: L sosial dengan anggota organisasi lainnya

tunggal Pancasila menjadi UU No.2,. - . .
di mana interaksi yang ada sering
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dikarakteristikan dengan perhatian yanggndasan organisasi hingga peran
terfokus pada isu-isu keadilan, sepergpemimpin di dalamnya &tum dkk, 2003;
ketidakmampuan organisasi dalan®illai dkk, 1999; Cropanzano dkk, 2001;
menjalankan prinsip-prinsip kesetaraan-Haraway 2004; Thompson & Heron,
atau tidak berjalannya prosedur yan@005).

sesuai. Seperti yang telah digambarkan Usaha-usaha dalam

di atas mengenai berbagai konflikmenciptakan situasi yang adil terkait
maupun permasalahan yang terjadi padgengan peran pemimpin di dalam
partai politik di Indonesia, semua inigrganisasi, seperti diantaranya ialah
bertitik pangkal pada kata “adil”, tetapitanggung jawab moral pemimpin.
masing-masing pihak yang terlibatapakah ia seorang yang memiliki
memandangnya dengan perspektif yangersepsi bahwa adil juga berorientasi
berbeda-beda untuk kemudiamada kepentingan orang lain dan bukan
membawa terminologi “adil” menjadi hanya kepada kepentingan pribadinya?
erat kaitannya dengan kepentingaehuah bentuk kewajiban moral seorang
pribadi atau kelompok. Seseorang akaBemimpin untuk peka terhadap
merasa diperlakukan adil ketikakepentingan orang banyak1 rasa
kepentingan pribadinya terpenuhi.  tanggung jawab terhadap kesejahteraan
Teori-teori mengenai keadilan pengikutnya, dan kesediaan
memiliki penekanan kajian yang berbedanengorbankan kepentingan pribadi jika
pada tiap elemen yang ada (elemeritu berbeda dengan kepentingan orang
elemen seperti hasil akhjproses, dan pada kebanyakan. Secara khusus, peran
perlakuan interpersonal), gaya normg@emimpin dalam membantu menciptakan
atau peraturan yang diberlakukarpenilaian keadilan organisasi yang positif
(peraturan mengenai konsistensitercermin seperti apa yang diungkapkan
kesetaraanyoicedan aspirasi), sertaDeCremer (2003) dari hasil
struktur penilaian keadilan yangpenelitiannya, yaitu bahwa sikap
diaplikasikan anggota organisasikonsisten seorang pemimpin dalam
Permasalahan penilaian keadilan dorganisasi, seperti dalam pengambilan
dalam organisasi akan sangat terkakeputusan akan berpengaruh terhadap
dengan banyak hal, diawali darireaksi dan persepsi orang-orang di
bagaimana prinsip-prinsip kesamaarsekitarnya terhadap kemampuan dirinya
(equity) ditegakkan, dinamika hubungansebagai seorang pemimpin, sementara
antar anggota, struktur organisasipemimpin yang tidak konsisten secara
komitmen, nilai-nilai yang dijadikan signifikan akan mempengaruhi reaksi
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anggota organisasi lainnya secaréain sebagai basis legitimasi politik,
negatif, dibandingkan pemimpin yangpenuntun kebijakan dan tingkah laku
konsisten. Banyak tindakan danpolitik, media pengelolaan konflik dan
keputusan yang harus diambil oletpersatuan (Djadijono, 2006) termasuk di
pemimpin di dalam organisasi yangdalamnya memuat bagaimana seorang
berkisar pada kebijakan dan isu-isu yangemimpin dipilih serta hak dan kewajiban
terkait dengan bagaimana prosedur dampa yang dibebankan kepadanya.
perlakuan yang seharusnya diberikailochschild (dalam Francis, 1997) yang
kepada para anggota organisasi lainnyamemulai penelitiannya mengenai ideologi
Penilaian terhadap keadilan organisasierargumen bahwa ideologi merupakan
sendiri sangat terkait dengan bagaimaraspek krusial yang berpengaruh terhadap
seseorang mempersepsikan situasi d&onstruksi sosial seseorang, yaitu
kondisi di dalam organisasi tempat igbagaimana seseorang menentukan sikap
berada, termasuk di dalamnya hubungatialam menghadapi sebuah situasi atau
dan pengaruh figur pemimpin. bagaimana orang lain memilih untuk

Gaya kepemimpinan seperti apdnempersepsikan mereka karena ideologi
yang dapat mewujudkan keadilan dyang melekat pada mereka,
dalam organisasi akan sangat terganturfgerefleksikan apa yang mereka yakini
kepada situasi dan kondisi yang ada di€nar mengenai bagaimana mereka
organisasi bersangkutafatum (2003) memandang dunia seharusnya berjalan.
mengisyaratkan bahwa gaya Terkait dengan mengapa individu
kepemimpinan yang banyak mendapagang memiliki ideologi politik yang
perhatian pada 25 tahun belakangan inberbeda (yang diwujudkan dalam
yaitu gaya kepemimpinan transaksionaketerlibatannya di dalam institusi politik
dan transformasional akan berjalaryang beragam) dapat dijelaskan melalui
efektif tergantung dari kebutuhan darpendekatan teori kategori sosiékenzel
situasi organisasi yang ada. Gay#2001) mengungkapkan bahwa terdapat
kepemimpinan yang berbeda cenderunigal-hal yang relevan antara masukan
akan memiliki orientasi yang berbeda pulginput) atau kriteria yang dijadikan
terhadap persepektif keadilan yangertimbangan bagi seseorang dalam
menjadi fokus utama di dalam organisasinenilai situasi yang ia rasakan pada saat

Ideologi sebagai suatu serangkaiafi- Salah satu penilaian tersebut adalah
sistem kepercayaan yang menjadi dasgf;\gaimana individu menilai _apakah situasi
pembuatan kebijakan sebuah partdfi Sekitarnya sudah berjalan dengan
politik memiliki beberapa fungsi, antaraPrinsip-prinsip keadilan. Hal ini terkait
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dengan bagaimana individuProvinsi DIY sebagatry-out sampel

mendefinisikan dan memmbangurpenelitian, sementara untuk untuk
persepsi dalam konteks sosial sesugienelitian akan dilakukan pada level
dengan konsep kategori sosial. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di

Sebuah pertanyaan mendasar yar@rOVinSi DIY (Bantul, Sleman, & Kota)
dapat diajukan adalah, karakteristik ap&asing-masing Partai Politik dari populasi
saja yang dapat dijadikan pertimbangarPD dan PKS masing-masing sebagai
pertimbangan bagi seseorang dalamartai dengan ideologi Nasionalis dan
menilai keadilanAtribut-atribut apa saja Islam. DPD pada PD memiliki struktur
yang relevan yang dapat digunakaitingkatan setara dengan DPW pada
terkait dengan konteks keadilan7PKS yaitu kepengurusan tingkat provinsi,
Wenzel (2001) menyatakan bahwahanya penggunaan istilah yang berbeda.
jawaban-jawaban dari pertanyaan di ataBemilihan sampel pada tingkat provinsi
harus memperhatikan pertanyaarh® partai dilakukan dengan alasan, bahwa
am [?” atau “siapa saya?” yaitu aspekpada tingkat provinsi (DPD pada PD dan
utama dalam hal identitas dan hal-hal laiDPW pada PKS) memiliki tingkat
yang terkait yang dimiliki individu dengan pengaruh dan kekuasaan organisasi tepat
konteks sosial. di bawah kepemimpinan pusat partai

Pada penelitian ini, dua partai yangDPP) yang berada pada tingkat
masing-masing mewakili ideologi hasional.

Nasionalis-Pancasila dan religius-Islam Skala Pengukuran Variabel
adalah Partai Demokrat (PD) dan Pal’ta'(epemimpinan Transformasional.
Keadilan Sejahtera (PKS), penelitipengukuran terhadap kepemimpinan
merasa bahwa pemilihan sampeiransformasional, menggunakan
penelitian mengenai partai politik yangkonstruk  skala MLQ  untuk
memiliki ideologi Pancasila (PD) dankepemimpinan transformasional
Islam (PKS) dari populasi partai politik berdasarkarvalio dan Bass (dalam
berideologi sejenis lainnya cukupHumairah, 2005) berjumlah 24 item.

representatif. Jumlah item pada penelitian tidak
mengalami perubahan, tetap berjumlah
METODE PENELITIAN 24 item tetapi dengan perubahan dan

modifikasi pada redaksi pertanyaan yang

Subjek. Peneliti menggunakan disesuaikan dengasetting penelitian
Dewan Pimpinan Daerah PD dan 9 gp

Dewan PimpinaWilayah PKS tingkat yaitu partai politik. Skala gaya
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kepemimpinan transformasional disusutheberapa landasan Kkriteria yang
dalam bentuk skala semantde(antic dikembangkan dari penelitian mengenai
differential scal¢ dengan dua kutub penilaian keadilan prosedural terdahulu.
ekstrim yang mencerminkan tingkatContoh item pertanyaannya yaitu:
kesetujuan dengan rentang 0 — 10Apakah anda memiliki kesempatan
(semakin besar angka yang dipilihdan mampu dalam mengekepikan
semakin besar kecenderungan padaandangan anda saat pses
tingkat kesetujuan subjek). Respondeberlangsungnya msedur tersebut?”
penelitian diminta untuk mengisi skaladimana keseluruhan item pertanyaan
semantik yang ada untuk merefleksikaimenggunakan model skala sikagkért)
seberapa dekat penilaian sikaglengan rentang Sangaidak Setuju,
responden terhadap pemimpin merekalidak Setuju, Setuju, Sangat Setuju yang

Pengukuran Keadilan Masing-masing menggambarkan taraf
Prosedural. Pengukuran terhadapPersetujuan atas sikap yang muncul dari
keadilan prosedural terdiri dari 7 itemPenilaian keadilan organisasi.
pertanyaan yang didasarkan pada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis 1
Tabel 1. Hasil uji mean yang menunjukan Interaksi kepemimpinan
transformasional (TF) dan keadilan prosedural (KP dengan ideologi

sebagai variabel bebas (JP)

Effect Value F Sig.
JP (Jenis Partai)
Pillai'sTrace 21 7.67 .00
Wilks’ Lambda .78 7.67 .00
Hotelling’'sTrace .26 767 .00

Roy’'s Lagest Root .26 767 .00
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Tabel 1 menunjukan hasil uji yang ditinjau dari jenis partai (JP) atau
hipotesis pertama yang bertujuan untukengan ideologi yang berbeda.
mengetahui ada tidaknya interaksi antara B ] ]
penilaian keadilan prosedural dengaf€ngujian Hipotesis 2
gaya kepemimpinan transformasional Hasil yang diperoleh dari analisis
pada partai politik dengan ideologi yangnultivariat terhadap skor gaya
berbeda secara signifikaeknik kepempimpinan transformasional (TF)
analisis yang digunakan adalah analisigenunjukan p=0.00 dengan nilai rerata
multivariat (MANOVA). Analisis ini pada skor skala TF pada Partai Islam
dilakukan dengan menguiji dua variabe(PKS) = 199.00 Sementara nilai rerata
tergantung pada penelitian ini, yaitupada partai Nasionalis (PD) = 164.00 hal
Keadilan Prosedural (KP) daninimenunjukanterdapatperbedaanyang
KepemimpinanTransformasional (TF) signifikan (p=0.00) pada tingkat persepsi
pada jenis partai (JP). Berdasarkan ufierhadap gaya kepemimpinan
multivariat menunjukan F=7.67 dengarfransformasional pada PKS dan PD.
nilai p = 0.00 hal ini menunjukan interaksiPartai Islam (PKS) menunjukan nilai
yang signifikan antara penilaianrerata yang lebih tinggi (199.00)
Keadilan Prosedural (KP) dan penilaiarflibandingkan dengan nilai rerata pada
KepemimpinarTransformasional (TF) partai Nasionalis (PD) sebesar 164.00.

Tabel 2. Tabel Perbedaan Persepsi Keadilan Psedural

Jenis Partai Rerata Simpangan Baku N
PKS 22.16 2.16 30
PD 21.30 221 30
Total 21.73 221 60

Sementara itu kontribusi variabelsebesar 21.1 % terhadap persepsi
jenis partai (JP) yang didasarkan padkepemimpinan transformasional dan 78.9
perbedaan ideologi terhadap persep$i adalah faktor lainnya yang mungkin
kepemimpinan transformasional sebesaurut memberikan pengaruh namun
.21 yang menunjukan bahwa jenis partdbelum diikutsertakan dalam penelitian ini.
(JP) memberi sumbangan efektif
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Pengujian Hipotesis 3

Hasil yang diperoleh dari analisis multivariat terhadap skor keadilan
prosedural (KP) menunjukan p=0.13 dengan nilai rerata skor skala KP pada Partai
Islam (PKS)=22.16, sementara nilai rerata pada partai Nasionalis (PD)=21.30. hal
ini menunjukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan (p=0.13) pada tingkat
keadilan prosedural pada kedua partai politik.

Tabel 3. Tabel Perbedaan Persepsi Kepemimpinan Transformasional

Jenis Partai Rerata Sumbangan Efektif N
Islam 199.00 20.35 30
Nasionalis 164.86 42.86 30
Total 181.93 37.45 60

Sementara itu, kontribusi variabelmenyatakan bahwa asumsi yang
jenis partai (JP) yang didasarkan padmenyatakan bahwa sikap dan perilaku
perbedaan ideologi terhadap keadilapemimpin berpengaruh terhadap persespi
prosedural sebesar .039 yandeadilan organisasi karyawan. Beberapa
menunjukan bahwa jenis partai (JPpenelitian mengenai persepsi keadilan
memberi sumbangan efektif sebesar 3.8rganisasi yang terkait dengan sikap dan
% terhadap keadilan prosedural dan 96 gerlakuan yang ditunjukan figur otoritas
% adalah faktor lainnya yang mungkindalam organisasi juga menyimpulkan
turut memberikan pengaruh namurbeberapa hal yang sama, yaitu sikap dan
belum diikutsertakan dalam penelitianperilaku managerial (pemimpin)
ini. berpengaruh terhadap penilaian keadilan

Seperti apa yang dikemukakarkaryawan (KlVlmakl, 2004, Eberlin &
Tatum dkk. (2003) bahwa pada sebuathatum, 2005).
organisasi terdapat keterkaitan secara Model kepemimpinan transfor-
signifikan antara gaya kepemimpinarmasional, sebagai salah satu gaya
tertentu terhadap orientasi penilaiarkepemimpinan yang banyak mendapat
keadilan yang berbeda, sementara Pillgierhatian dalam kajian psikologi
dkk (1999) yang melakukan penelitianorganisasi, memiliki aspek-aspek yang
terkait pada beberapa perusahaan diasumsikan dapat menunjang tegaknya
lima negara dengan lima (5) latarkeadilan di dalam organisasi. Karena
belakang kebudayaan yang berbedaisaha-usaha dalam menciptakan situasi
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yang adil terkait dengan peran pemimpirbagi semua anggota organisasi.

didalam organisasi, seperti diantaranya  |deologi merupakan aspek penting

lalah tanggung jawab moral, pemaknaafang berpengaruh terhadap konstruksi
terhadap keanggotaan dalam organisaglpsial seseorang, yaitu bagaimana
motivasi, dan pemberian inspirasiseseorang menentukan sikap dalam
Beberapa ahli menyebut pemimpin yangnenghadapi sebuah situasi atau
berbuat tidak hanya bagi dirinya, tapi jugaagaimana orang lain memilih untuk

untuk organisasi dan pengikutnya dengamempersepsikan mereka karena ideologi
istilah “the caring orientatioh yaitu yang melekat pada mereka,

adanya sebuah kewajiban moral seorangerefleksikan apa yang mereka yakini
pemimpin untuk peka terhadappenar mengenai bagaimana mereka
kepentingan orang banyak, rasgnemandang dunia seharusnya berjalan
tanggung jawab terhadap kesejahteraan Berdasarkan fenomena di atas,

pengikutnya dan kesediaan enelitian ini bertujuan untuk menguiji
nteraksi dua aspek yang telah dibahas
di atas, yaitu kepemimpinan dan penilaian
pada kebanyakan. keadilan dengan menjadikan ideologi
Konsep keadilan organisasi sendirsepagai acuan dasaerta perbedaan
mengacu pada bagaimana perlakuagaya kepemimpinan dan penilaian
yang adil dan sesuai dengan etik yangeadilan organisasi pada partai politik

ditunjukkan individu atau OrganisaSiyang memiliki orientasi ideologi yang
terhadap individu lainnya di dalamperpeda.

organisasi serta bagaimana persepsi dan
evaluasi anggota organsiasi terhada@i
perlakuan, prosedur dan hasil akhir yan
memenuhi prinsip-prinsip kepantasa
(appropriatenesy dan kesetaraan
(fairnesy, di mana hal ini sangat terkait
erat dengan peran pemimpin sebag
figur otoritas dalam hirarki struktur
organisasi ketika memberikan perlakua

Dinamika organisasi partai politik
Indonesia yang sangat kompleks dan
ﬂeterogen, khususnya dengan fenomena
rbar'uai-partai berideologi agama (Islam)
yang cukup mendapat suara signifikan
dalam pemilu 1999 dan 2004, serta
%'artai-partai berideologi Pancasila yang
cenderung berkarakter nasionalis-
terhadap anggotanya Pemimpigekmer dengarj segala konflik dan
dih kan dapat '.t K b ermasalahan internal yang mereka

inarapkan capat menciptaxan sebu adapi menjadi sebuah kajian yang

sistem organisasi yang memenuhi ras : : : .
keadilan, penuh perhatian dan terbukal%ena”k untuk dibahas dari perspekf
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psikologi keadilan sekaligus sebagaindividu pada dasarnya menginginkan
referensi  bagi perkembanganadanya kontrol terhadap apa yang terjadi
pemahaman yang lebih mendalanpada diri merekavpice dan di sinilah
mengenai kehidupan demokrasi di Indoperan pemimpin organisasi terlibat.
nesia. Ketika sebuah prosedur memiliki
Berdasarkan uji hipotesis dengarfl@mpak atau konsekuensi penting bagi
mengunakan analisis multivariatmereka, maka individu cenderung akan
(MANOVA) pada hipotesis pertamamemilih berada dan menjadi bagian dari
mengenai adanya interaksi yandgroses pembuatan keputusan tersebut
signifikan antara keadilan prosedural daf€timbang pasif dan dikontrol oleh
kepemimpinan transformasionalPembuat keputusan. Individu melakukan
berdasarkan jenis ideologi partai politikidentifikasi terhadap ideologi politik partai
menunjukkan hasil yang signifikan.Sebagai identitas sosial mereka,
Interaksi yang signifikan antara keadilarkemudian, identitas tersebut memicu
prosedural dengan kepemimpinarProses kategorisasi sosial yang dijadikan
transformasional dengan ideologi partakonstruk sosial bagi anggota untuk
sebagai acuannya dapat diartikan bahw@engevaluasi proses, proseddan
fungsi pemimpin di dalam organisasiberbagai variabel sosial lainnya di dalam
sebagai komponen utama dalan®rganisasi, termasuk di dalamnya
perumusan kebijakan, dan penegapagaimana mereka menilai seorang
peraturan di dalam organisasi memilikiPemimpin dan iklim keadilan dalam
akses terhadap berjalannya keadilaffganisasi.
prosedural di dalam organisasi. Keadilan ~ Penjelasan terhadap interaksi ini
prosedural diidentifikasikan sebagaidiperkuat melalui penelitian ol@fatum
penilaian terhadap sebuah prosedur atalkk, (2003) bahwa pemimpin yang
proses yang berlangsung untulcenderung memilikigaya kepemimpinan
menentukan hasil akhirogtcome} transformasional menunjukan
(Folger & Konovsky1989). penekanan pada penciptaan keadilan
Keadilan prosedural berpijak padasosial (persepsi individu terhadap sikap
dua dasar teori, yaitontrol theoy dan  Organisasi yang terbuka, menghargai
group-value modelPada teori kontrol individu serta perduli terhadap
(Thibaut & Walker dalam Clayton & kesejahteraan mereka).
Opotow 2003) menyatakan bahwa
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Hasil penelitian ini juga sesuai Pada partai politik dengan ideologi
dengan penelitian oleh Pillai déilliams  Islam dinilai anggotanya memiliki gaya
(1996) yang menyimpulkan bahwakepemimpinan transformasional yang
antara gaya kepemimpinanlebih tinggi dibandingkan dengan partai
transformasional bersamaan dengapolitik dengan ideologi nasionalis terbukti
keadilan prosedural yang dilandasi olelsignifikan, pada partai Islam (PKS) skor
proses pertukaran sosial antara anggotmya kepempimpinan transformasional
dengan pemimpin yang muncul dari nilai{TF) menunjukan p=0.00 dengan nilai
nilai (ideologi) yang dimiliki organisasi. rerata = 199.00 Sementara nilai rerata

Persepsi terhadap KeadilanPada partai nasionalis (PD) adalah
prosedural pada partai politik bermuard 64.00 hal ini menunjukan terdapat
pada kepedulian terhadap prosedur foRerbedaan yang signifikan (p=0.00) pada
mal partai dan interaksi anggota dengalngkat persepsi terhadap gaya
pemimpin serta keterlibatan merekd€pemimpinan transformasional pada
dalam proses pengambilan keputusaffKS dan PD. Partai Islam (PKS)
Dinamika gaya kepemimpinan menunjukan nilai rerata yang lebih tinggi
transformasional di dalam partaidibandingkan dengan nilai rerata pada
menjelaskan bagaimana peran pemimpipartai nasionalis (PD).
dalam menciptakan sebuah iklim Partai politik Islam yang
keadilan, diantaranya sepertidirepresentasikan oleh  PKS,
memberikan kesempatan anggota untumemandang kepemimpinan sebagai
berpartisipasi dalam pengambilarsuatu entitas politik yang memiliki makna
keputusan, pelaksanaan prosedur partlihusus, proses pemilihan ketua atau
sesuai peraturan, serta membinpemimpin dalam partai Islam tidak
komunikasi interpersonal yang baiksemata-mata hanya berlandaskan
dengan anggota organisasi. Sehinggausyawarah bersama seluruh elemen
kepemimpinan transformasional padgartai yang mengedepankan suara
partai politk secara bersamaan dengamayoritas, pembuatan keputusan juga
keadilan prosedural saling beriteraksdidasarkan pada prinsip-prinsip agama
dengan mengacu pada eksistensiideolofgyari) yang berkenaan dengan
yang ada pada masing-masing partggiengangkatan seorang pemimpin.
politik.
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Kepatuhan anggota pada Pada partai dengan asas nasionalis
pemimpin dan organisasi juga tidakbukan berarti tidak memilki persepsi
diletakan pada semata-mata terhaddaerhadap gaya kepemimpinan
imbalan tetapi juga terbentuk melaluitransformasional, hanya dengan
kesadaran diri, sikap moral, pengarulntensitas yang lebih rendah dibandingkan
sikap dan perilaku pemimpin yang dapapartai dengan asas agama (Islam). Pada
diteladani. partai Demokrat yang menggunakan

Persepsi terhadap pemimpin yangsas demokrasi Pancasila sebagai
transformasional yang lebih tinggi paddandasan dalam bersikap, termasuk
partai Islam juga dapat dijelaskan melaluferkait dengan penentuan seorang
teori perbandingan sosial, perbandingaR€mMimpin. Ketika seorang pemimpin
sosial adalah sebuah proses di marigrpilin, selama ia memenuhi asas utama
individu membandingkan diri/kelompok demokrasi, seperti didukung suara
mereka dengan kelompok lain mengendnayoritas maka seorang pemimpin
bagaimana mereka bersikap daflapat diangkat. Pancasila sebagai
berperilaku, dan bagaimana merekédeologi politik, yang menitkberatkan
diperlakukan. pada prinsip demokrasi, lebih

Melalui teori perbandingan sosial,menekankan pada hubungan yang lebih

Festinger (dalamWenzel 2001) rasional, egaliter dan berkarakter
mengusulkan bahwa pada dasamytéansaksignal pada hubungan pemimpin
individu memiliki keinginan yang kuat dan peng|kut:

untuk melakukan evaluasi opini dan ~ Kepentingan bersama yang

kemampuan dengan individu lain.direpresentasikan melalui musyawarah
Individu yang berada pada partai Islanfnufakat dan suara mayoritas menjadi
memiliki tanggung jawab moral yangsuprer.na&. keben.arar) dalam kebijakan
lebih tinggi terhadap aspek-aspelrganisasi. Pemimpin memandu dan
spritualitas dan norma agama dalarfneémberikan inspirasi pengikut dengan
bersikap, termasuk memilih pemimpin'landasan IOg|S dan sistematis untuk
Individu akan melakukan atribusi mencapai tujuan melalui identifikasi

eksternal terhadap keanggotaannya deran dan tujuan dalam penyelesaian
dalam organisasi dengan mengacu padddas organisasi.

nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman Penelitian ini tidak bermaksud

organisasi. untuk mengatakan bahwa
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kepemimpinan transformasional padaengaruhnya (sementara 96.1% faktor
partai Islam lebih baik dibandingkan gaydainnya yang masih harus terus diteliti)
kepemimpinan pada partai nasionaliserhadap penciptaan keadilan prosedural
yang cenderung lebih berkarakterdi dalam partai.
transaksionalAkan tetapi, penelitian ini Ideologi politik partai, seperti yang
sekedar ingin mengungkapkan dagjijungkapkan Djadijono (2006) yang
memberi penjelasan secara empirigjanut dan tercantum dalaAD/ART
bahwa agama, ketika diposisikan sebaggiartai politik ternyata belum sepenuhnya
ideologi politik partai lebih memiliki peran dapat menuntun para anggota partai
yang signifikan dalam membentuksesuai dengan prinsip-prinsip yang
karakter pemimpin yang lebih terkandung dalam ideologi yang dianut.
transformatif. Hal berikutnya yang terjadi adalah
Tidak adanya perbedaan penilaiapemahaman ideologis yang bersifat,cair
keadilan prosedural pada partai politikyaitu ketika anggota menilai hal apakah
dengan ideologi yang berbeda (p=0.13nemenuhi prinsip-prinsip keadilan
dengan hasil yang diperoleh dari analisiprosedural, ideologi belum menjadi
multivariat terhadap skor keadilanlandasannya. Hasil ini dimungkinkan
prosedural (KP) menunjukan p=0.13partai politik belum mempraktekan
dengan nilai rerata skor skala KP padaleologi dalam kehidupan politik sehari-
Partai Islam (PKS) sebesar 22.16hari, akan tetapi kekuasaan politik dan
sementara nilai rerata pada partapertimbangan keuntungan politik satu
nasionalis (PD) sebesar 21.30sama lainyang lebih bersifat pragmatis.
penjelasan mengenai perbedaan keadilan
prosedural pada partai Islam yang dinilai SIMPULAN
lebih berkeadilan prosedural rupanya

tidak terbukti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis dan

o pengujian hipotesis sebagaimana yang
P Ide'(l)losl Iba'k It ,""%‘?‘Ti Maupuniaiah diuraikan sebelumnya, maka
ancasila belum menjadi faktor ut‘”’lm‘i%esimpulan yang dapat dicermati dari

yang dapat membedakan Ioenlla“arEJeneIitian ini adalah terdapat interaksi

keadilan prosedural dalam organisaillang signifikan antara keadilan
politik di Indonesia. Hal ini juga dapatprosedural dan kepemimpinan

terllhgt dari sumbangan ef.ekt|f J€NISy ansformasional, dengan ideologi partai
partai yang hanya memberikan 3.9 %
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sebagai acuannya. ldeologi partamenghargai, empati, dan penghormatan.

sebagai pedoman bersikap dan Pada partai nasionalis, dengan
berperilaku, sangat terkait dengarpancasila sebagai ideologi politik,
pembentukan identitas sosial yangnemaknai partai politik sebagai wadah
dilekatkan pada anggota organisasi, yangenampung aspirasi anggota dengan
pada akhirnya akan memandu individynengedepankan asas-asas demokrasi
dalam proses menilai keadilan dan gaygenilai keadilan prosedural dalam
kepemimpinan di dalam organisasi.  organisasi sebagai sebuah proses yang
Ideologi dipahami sebagai nilai terus bergerak, dan bermetamorfosa
dasar dalam bersikap dan berperilakwntuk mencapai bentuknya yang ideal.
partai politik dengan masing-masingHal serupa ditemui pada partai Islam,
ideologi yang berbeda rupanya memilikisebagai organisasi yang melandaskan diri
implikasi terhadap penilaian keadilanpada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariat
prosedural dan kepemimpinanagama memandang keadilan prosedural
transformasional dengan caranyaebagai hal yang terus berproses dan
masing-masing. berlangsung di dalam organisasi.
Kepemimpinan transfor- Penilaian keadilan prosedural

masional sebagai sebuah konsep&eriangsung relatif setara baik pada

kepemimpinan yang disandarkan padRartai nasionalis maupun Islam. Hasil di
norma dan nilai-nilai moral dinilai lebih atas dapat dijelaskan melalui kesimpulan

t|ngg| pada partai p0||t|k yang bahwa ideOIOgi dalam konteks dinamika

berlandaskan prinsip-prinsip agamis. HaPartai politik di Indonesia rupanya belum
ini dapat dijelaskan melalui nilai-nilai mMenjadi yang entitas sentral yang
agama yang lebih dekat dengan nilai-nilalimaknai sebagai landasan dalam menilai
yang terkandung dari dimensi-dimenskeadilan secara prosedural. Pancasila
kepemimpinan transformasional, sepertinaupun Islam sebagai ideologi politik
pemaknaan terhadap keanggotaaelum menjadifaktor utama yang dapat
individu di dalam partai sebagai sebuafnembedakan anggota partai dalam
proses pembelajaran dan medianenilai keadilan yang dilandaskan pada
komunikasi antar individu denganPrinsip-prinsip konsistensi, objektifitas,
landasan tata nilai, norma, dan prinsipakurasi,  keterwakilan, bahkan
prinsp moralitas antara pengikut darPertimbangan moral dan sosial.
pemimpin yang mewujudkan sikap saling
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Dalam menilai keadilan prosedural,yang lebih santun dan mengedepankan
ideologi ditempatkan pada tataran perifekepentingan  bersama melalui
yang terbatas pada labelisasi damternalisasi nilai-nilai keadilan prosedural
simbolisasi yang merepresentasikadan kepemimpinan transformasional.
identitas kelompok, ideologi politik partai Penelitian ini mencoba untuk

belum mencapai pada tahap ketika ighemahami fenomena partai politik di
dijadikan identitas sosial individu yangndonesia, secara khusus dari perspektif
terinternalisasi dengan baik damsjkologi keadilan, melalui variabel
digunakan untuk menilai keadilanpenilaian terhadap keadilan prosedural

prosedural di dalam organisasi. yang disandingkan dengan gaya
kepemimpinan transformasional. Hasil
SARAN penelitian ini memberikan pandangan

Hasil penelitian menggambar- bahwa masih banyak fa.ktorjfaktor Iain.
yang rupanya perlu lebih dieksplorasi

kan bahwa ideologi, sebagai nilai-nilaiI bih dal Kait d i
dasar dan pedoman sikap politik partale N mendalam terkait dengan penilaian

beserta anggotanya memiliki perar*(ead”an prosedural dan kepemimpinan

signifikan dalam membangun imeraks'transformasmnal pada partai politik di

antara penilaian terhadap keadilaAndoneSia' Faktor-faktor lainnya yang
prosedural  dan kepemimloinammengikutsertakan model keadilan

transformasional. Hasil penelitian ini!alnnya (keadilan  distributif,

sekaligus dapat dijadikan referensi badpte(;a:(smnil, dan qurmgs(ljonal) atall:
partai politik untuk mengambilkebijakanmo el struktur organisasi dan aspek-

yang terkait dengan peningkatanaSpek sosial lainnya tentunya akan

pemaknaan dan perwujudan ideolog?emakin memperdalam pemahaman kita

partai sebagai modal sosial dasar untu rhadap dinamika kehidupan sosial-

mewujudkan kehidupan sosial-politikIOOIitik d_i .Indone.zsia k_hususnya dari
perspektif ilmu psikologi.
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